Menimbang

Mengingat

BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi  Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Karimun tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024.

1 Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar Negara
Republik In onesgg)Tahun 1%45; : :

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);



3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan ~Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia ~ Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentan
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Neqﬁlra (Lembaran Negara Republik
Indonesia ~ Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan ~ Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20211 tentang
Pembentukan ~ Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



10.

11.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan%
Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Republi

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne%ara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangi
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waki
Keﬁala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintan Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
LaKanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentan
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia.Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (7Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201/ Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentan

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran eﬂara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan  Minimal ISLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



22.

23.

24,

25.

26.

21.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentan
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentanﬂ
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daeral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintan Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah gLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6909);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah gBerlta
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan “Atas Peraturan Menteri Dalam fl
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);



30.

31

32.

33.

35.

36.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertan%gungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ggrlta
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanjla aerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4
Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Angﬁaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 4).



Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
dan
BUPATI KARIMUN

VEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGIAWABAN
PH AKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4

. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.

7. An%garan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
%Jla aktl1 rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
aerah.

8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama
suatu periode.

9. Laporan Perubahan Saldo A_r_lﬁgaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo
Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

10. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah
yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yan
tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasiona
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



12. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang
menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi
kas pada tanggal pelaporan.

13. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan
yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

14. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CalLK adalah
bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan
yang memadai.

BABII
PERTANGGUNGIAWABAN PE_AKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2
D Perlt_??rkjgungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, memuat:
a. '

b. LPSAL:
C. Neraca;
d LO

e. LAK
f LPE
g GlK

2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
( ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daera%.

Pasal 3
LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 1.317.275.580.458,97
b. Belanja Rp 1.334.232.948.433,47
c. Surplus/Defisit Rp (16.957.367.974,50)
d. Pembiayaan
- Penerimaan Rp 61.121.379.546,68
- Pengeluaran Rp 0,00
Pembiayaan Netto Rp 61.121.379.546,68
e. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
- Surplus/Defisit Rp (16.957.367.974,50)
- Pembiayaan Netto Rp 61.121.379.546,68
SILPA Rp 44.164.011.572,18



Pasal 4

tL)Jra}ili;m laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai
erikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp(95.955.963.330,03)
dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.413.231.543.789,00
2. Realisasi Rp 1.317.275.580.458,97
Selisih lebih/(kurang) Rp (95.955.963.330,03)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(137.536.551.566,53)
dengan rincian sebagai berikut:

1 Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.471.769.500.000,00

2. Realisasi Rp 1.334.232.948.433,47

Selisih lebih/(kurang) Rp (137.536.551.566,53)

c. Selisih anggaran dengan  realisasi  surplus/defisit  sejumlah
Rp41.580.588.236,50 dengan rincian sebagai berikut:

1 Surplus/defisit setelah perubahan Rp (58.537.956.211,00)

2. Realisasi Rp (16.957.367.974,50)

Selisih lebih/(kurang) Rp 41.580.588.236,50

d. Selisih an% aran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp83.423.335,68 dengan rician sebagai berikut:
1. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 61.037.956.211,00
setelah perubahan
2. Realisasi Rp 61.121.379.546,68
Selisih lebih/ (kurang) Rp 83.423.335,68

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp(2.500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

lAngParan pengeluaran pembiayaan Rp 2.500.000.000,00

setelah perubahan

2. Realisasi Rp 0,00
Selisih lebih/ (kurang) Rp (2.500.000.000,00)

f. Selisih  anggaran  dengan realisasi pembiayaan netto  sejumlah
Rp2.583.423.335,68 dengan rincian sebagai berikut:

1 Anggaran pembiayaan netto Rp 58.537.956.211,00
setelah perubahan
2. Realisasi Rp 61.121.379.546,68

Selisih lebih/(kurang) Rp 2.583.423.335,68



g Selisih anggaran dengan realisasi sisa lebih pembiayaan anggaran sejumlah
Rp44.164.011.572,18 dengan rincian sebagal berikut:

lAng?aran sisa lebih pembiayaan Rp 0,00
setelah perubahan
2. Realisasi Rp 44.164.011.572,18
Selisih lebih/ (kurang) Rp 44.164.011.572,18
Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Al Rp 61.037.956.210,68
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp 61.037.956.210,68
Pembiayaan Tahun Berjalan
Selisih Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Rp 44.164.011.572,18
Anggaran (SILPASIKPA)
Sub Total Rp 44.164.011.572,18
d.  Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun  Rp 0,00
Sebelumnya
e. Lain-lain Rp 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 44.164.011.572,18
Pasal 6
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ sebagai berikut:
a. Jumlah Aset Rp  2.340.128.299.825,53
b. Jumlah Kewajiban Rp 171.801.001.453,60
c. Jumlah Ekuitas Rp 2.168.327.298.371,94
Pasal 7
LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebagai berikut:
a. Pendapatan-LO Rp  1.232.542.444.289,00

b. Beban-LO Rp  1.270.339.983.802,52
Surplus/Defisit Operasi-LO Rp (37.797.539.513,52)
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Rp (11.704.725.643,48)

Non Operasional
d. Pos Luar Biasa Rp
e. Surplus/ Defisit Rp

(1.392.101.771,81)
(50.894.366.928,81)



Pasal 8
LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sebagai berikut:
a.  Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp 130.641.205.775,50
Operasi
2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp (147.598.573.750,00)
Investasi
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp 83.423.336,00
Pendanaan
4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Rp (7.044.848,00)
Transitoris
5. Kenaikan (Penurunan) Kas Rp (16.880.989.486,50)
Saldo Kas Akhir
1. Saldo Awal Kas di BUD & Rp 61.046.495.156,68
Kas di Bendahara Pengeluaran
2. Saldo Akhir Kas di BUD & Rp 44.165.505.670,18
Kas di Bendahara Pengeluaran
3. Saldo Akhir Kas Rp 44.165.505.670,18
Pasal 9
LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sebagai berikut:
a. Ekuitas Anal Rp 2.218.246.782.972,87
b. Surplus/Defisit-LO Rp (50.894.366.928,81)
c. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp 974.882.327,88
d. Ekuitas Akhir Rp 2.168.327.298.371,94
Pasal 10

CalLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g menyajikan
P\lenjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA {IJSAL
eraca, LO, LAKdan LPE



Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
Lampiran 11 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan
daerah dan organisasi; S
Lampiran 12 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan
embiayaan, _
Lampiran 13 incian APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;,
Lampiran 14 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
emerintahan daerah, organisasi, program,
_ egiatan dan sub kegiatan; _
b. Lampiran lI Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran Il Laporan Operasional;
d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
e. LampiranV Neraca;
f. Lampiran M Laporan Arus Kas;
% Lampiran Ml Catatan Atas Laporan Keuangan;
. Lampiran Ml Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; _
I.  Lampiran IX _I[_)aftar_hRekapltuIaS| Penyisihan Piutang Tidak
ertagin;
J. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
_ Dana Bergulir; _ _
k. Lampiran X Baftarh Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
aera
l.  Lampiran Xl Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
_ Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; _
n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
0. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran X\ Daftar Dana Cadangan Daerah;
0. Lampiran XV Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.  Lampiran XMI| Daftar Kewajiban Jangka Panjang; _
s.  Lampiran XIX Daftar Sub Kegiatan Yang\n elum Diselesaikan
Sampai  Akhir - Tahun gogaran 2024 Dan
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
_ Berikutnya; _
t.  Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.



Pasal 12
Bupati  menetapkan ~ Peraturan ~ Bupati  tentan penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian ?ebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
2025

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal A JOG%RJS 2025

PFj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DIUNAIDY
LEVBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOVIOR 2

NOVIOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIALL (2,16 / 205 )



